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INTISARI  

 

Transportasi memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas 

masyarakat, termasuk angkutan kota (angkot) sebagai salah satu moda transportasi 

perkotaan. Di Kota Madiun, operasional angkot mengalami penurunan drastis dan 

dialihfungsikan menjadi angkutan sekolah gratis (ASG). Salah satu penyebab 

utama rendahnya minat masyarakat terhadap angkot adalah mahalnya tarif. 

Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan tarif angkot berdasarkan Biaya 

Operasional Kendaraan (BOK), serta menganalisis tarif berdasarkan kemampuan 

membayar (Ability to Pay/ATP) dan keinginan membayar (Willingness to 

Pay/WTP) masyarakat, dengan fokus pada trayek DD sebagai rute dengan 

permintaan tertinggi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif melalui survei primer 

dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOK per 

sekali perjalanan adalah sebesar Rp6.000. Nilai ATP masyarakat Kota Madiun rata-

rata sebesar Rp12.000, sedangkan WTP sebesar Rp7.200. Berdasarkan analisis 

tersebut, tarif yang direkomendasikan adalah Rp6.000, yakni setara dengan BOK 

dan masih berada di bawah nilai WTP. Penetapan tarif ini diharapkan dapat 

meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan angkot sekaligus menjamin 

kelayakan operasional tanpa memberatkan pengguna. 

Kata kunci: Biaya Operasional Kendaraan, Ability to Pay, Willingness to Pay, 

Tarif Angkot, Kota Madiun. 
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ABSTRACT 

 

Transportation plays a crucial role in supporting public mobility, especially 

urban public transportation such as angkot (urban minibus). In Madiun City, 

angkot operations have drastically declined and been replaced by free school 

transport (ASG). One of the main reasons for the public’s low interest in using 

angkot is high fare prices. This study aims to design angkot fares based on Vehicle 

Operational Costs (VOC) and analyze fare affordability through the concepts of 

Ability to Pay (ATP) and Willingness to Pay (WTP), focusing on the DD route which 

has the highest public interest. 

This research applies a comparative method using both primary survey data 

and secondary institutional data. The findings show that the VOC per trip is 

Rp6,000. The average ATP of Madiun residents is Rp12,000, while the WTP is 

Rp7,200. Therefore, a recommended fare of Rp6,000—equal to VOC and slightly 

below WTP—is proposed to attract more users while ensuring operational 

sustainability without overburdening passengers. 

Keywords: Vehicle Operational Cost, Ability to Pay, Willingness to Pay, Angkot 

Fare, Madiun City. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1. Latar Belakang 

Transportasi merupakan sarana penting dalam menunjang mobilitas manusia dan 

barang, serta menjadi fondasi utama dalam mendukung aktivitas sosisal, ekonomi, dan 

pendidikan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis 

dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah 

satu bentuk transportasi yang secara khusus diatur dalam undang undang ini adalah 

angkutan umum, yang memiliki peran penting dalam menyediakan layanan mobilitas bagi 

masyarakat. 

Angkutan umum merupakan bagian integral dari sistem transportasi yang disediakan 

untuk melayani kebutuhan mobilitas masyrakat secara luas.Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009,angkutan umum didefinisikan sebagai angkutan 

orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang disediakan dengan 

dipungut bayaran.Definisi ini menegaskan bahwa angkutan umum diselenggarakan secara 

legal,terorganisir,dan bertujuan memberikan layaanan transportasi bagi masyarakat dengan 

kompensasi tertentu. Dalam praktiknya, salah satu bentuk nyata dari penyelenggaraan 

angkutan umum adalah angkutan kota (angkot), yang berperan penting dalam memenuhi 

kebutuhan mobilitas masyarakat di dalam kota. 

Angkutan Kota (Angkot) merupakan salah satu moda transportasi umum yang 

melayani perjalanan masyarakat di dalam wilayah perkotaan melalui rute dan trayek 

tertentu. Dalam operasionalnya, angkot diatur oleh berbagai pedoman dan regulasi, baik di 

tingkat nasional maupun daerah. Secara umum, dasar hukum penyelenggaraan angkutan 

umum termasuk angkot diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2009,yang menetapkan bahwa angkutan umum harus beroperasi secara legal dan 

memenuhi standar pelayanan minimal. Untuk tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 37 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2022 

menjadi acuan utama dalam mengatur penyelenggaraan angkutan umum di Kota Madiun, 
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termasuk pemberian subsidi untuk mendukung keberlangsungan operasional angkot. 

Kondisi angkutan kota (angkot) di Kota Madiun tidak beroperasi secara aktif seperti 

dahulu dan telah di alih fungsikan menjadi angkutan sekolah gratis (ASG). Berdasarkan 

data PKL Kota Madiun 2025 yang menganalisis faktor ketidakinginan masyarakat 

menggunakan angkot kembali didapatkan bahwa salah satu faktor utama menurunnya 

minat  masyarakat menggunakan angkot  karena tarifnya mahal. Tarif mahal yang 

dimaksud masyarakat ini berkisar Rp 10.000 hingga Rp 12.000 per sekali perjalanan, yang 

dinilai tidak sebanding dengan layanan dan kenyaman yang diterima. ` 

 Berdasarkan data hasil analisis PKL Kota Madiun 2025 didapatkan terkait Rute 

yang paling diminati masyarakat adalah Trayek DD sebesar 44 % dengan 153 responden 

dari total 385 responden dan menurut SK Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun Nomor 

551.21/270/401.112/2024 jumlah armada angkot yang melayani pada trayek DD paling 

tertinggi dengan jumlah 9 armada. Trayek DD berperan penting karena menghubungkan 

Terminal Tipe A Purboyo, Terminal Tipe C Manisrejo, dan pusat Kota Madiun yang 

merupakan titik-titik vital aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Melalui 

wawancara kepada seluruh kalangan pekerjaan masyarakat, terdapat keinginan kuat agar 

layanan Angkot di Kota Madiun dihidupkan kembali, dalam menghadapi kondisi tersebut 

diperlukan upaya perencanaan terhadap Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Angkot 

khususnya Trayek DD yang merupakan trayek paling diminati oleh masyarakat sebagai 

dasar untuk menilai kelayakan operasional angkot di Kota Madiun. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 687 Tahun 2002, Biaya 

Operasional Kendaraan (BOK) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

mengoperasikan kendaraan yang terjadi menjadi dua jenis yaitu biaya langsung dan tidak 

langsung, Biaya langsung termasuk biaya bahan bakar, pemeliharaan, gaji dan tunjangan 

awak kendaraan, biaya servis kecil dan besar, biaya penyusutan kendaraan dan lainnya 

sedangkan biaya tidak langsung meliputi biaya pegawai selain awak kendaraan dan biaya 

pengelolaan. Selain itu, penentuan tarif angkutan umum juga perlu disesuaikan dengan 

Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat Kota Madiun, agar tarif 

yang diberlakukan tetap terjangkau dan sesuai dengan kemampuan serta keinginan 

masyarakat untuk membayar. 

Abillty To Pay (ATP) adalah kemampuan penumpang untuk membayar tarif jasa 

angkutan yang diterimanya berdasarkan penghasilan atau jumlah pendapatan, sedangkan 

Willingness To Pay (WTP) adalah kesediaan pengguna jasa angkutan atau penumpang 
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untuk membayar tarif atas jasa atau fasilitas  yang diterimanya (Susanto et al., 

2015).Melalui analisis ATP, dapat diketahui sejauh mana kemampuan finansial masyarakat 

untuk membayar layanan transportasi, sementara WTP menggambarkan tingkat kesediaan 

masyarakat membayar berdasarkan persepsi mereka terhadap manfaat dan kualitas layanan 

yang diberikan. Dengan menggabungkan hasil analisis ATP dan WTP, pemerintah daerah, 

khususnya Dinas Perhubungan Kota Madiun, dapat menentukan tarif angkutan umum yang 

realistis, adil, dan dapat diterima masyarakat. Selain itu, metode ini juga membantu 

merumuskan kebijakan subsidi atau dukungan lain apabila ditemukan kesenjangan antara 

kemampuan membayar dan tarif yang layak untuk operasional layanan, sehingga pelayanan 

transportasi tetap dapat berjalan optimal tanpa memberatkan pengguna. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan evaluasi dan analisis 

terhadap tarif angkutan perkotaan di Kota Madiun terutama pada trayek DD yang memiliki 

daya minat tertinggi. Penulis tertarik untuk mengangkat menjadi judul Kertas Kerja Wajib 

(KKW) yaitu “Perencanaan Biaya Operasional Kendaraan Dan Tarif Angkot Berdasarkan 

Abillty To Pay dan Wilingness To Pay (Studi Kasus :Trayek Angkot DD Kota Madiun). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui permasalahan utama yang akan di 

kaji sebagai berikut : 

1. Berapa Biaya Operasional Kendaraan dan besaran tarif berdasarkan analisis Biaya 

Operasional Kendaraan? 

2. Berapa besaraan tarif berdasarkan Kemampuan membayar (ATP) dan kesediaan 

membayar (WTP) masyarakat Kota Madiun ? 

3. Bagaimana perbandingan antara tarif hasil perhitunngan Biaya Operasional Kendaraan 

(BOK) dengan tarif berdasarkan Kemampuan membayar (ATP) dan kesediaan 

membayar (WTP) masyarakat Kota Madiun ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian Mahasiswa Politeknik Transportasi Darat Bali ini 

adalah : 

1. Menentukan besaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan tarif pelayanan 

berdasarkan analisis BOK. 

2. Mengetahui besaran tarif berdasarkan hasil analisis Kemampuan Membayar (ATP) dan 

Kesediaan Membayar (WTP) masyarakat Kota Madiun. 

3. Membandingkan tarif hasil perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dengan 

tarif berdasarkan ATP dan WTP, untuk memperoleh dasar rekomendasi kebijakan 

penetapan subsidi biaya pemeliharaan kendaraan dan biaya sewa kepada pihak ketiga. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran  mengenai besaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 

dan tarif pelayanan yang sesuai berdasarkan kondisi operasional sebenarnya. 

2. Menyediakan data tentang kemampuan membayar (ATP) dan kesediaan 

membayar (WTP) masyarakat Kota Madiun, sehingga dapat digunakan untuk 

menyusun kebijakan tarif layanan transportasi yang lebih tepat sasaran. 

 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah serta pembahasan penelitian ini difokuskan pada : 

1. Analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan penentuan tarif berdasarkan 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 687 Tahun 2002. 

2. Penentuan Tarif berdasarkan analisis ATP dan WTP diperoleh melalui survey 

kepada masyarakat Kota Madiun. 

3. Objek penelitian ini hanya membahas Trayek Angkot DD yang paling diminati 

oleh masyarakat. 

4. Penelilitian ini difokuskan untuk menangani salah satu faktor utama yang 

menyebabkan angkot di Kota Madiun tidak beroperasi,yaitu permasalahan tarif 

yang mahal. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Kondisi Wilayah 

Kota Madiun merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 

luas wilayah sekitar 32,47 km² dan terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan 

Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Taman, Kecamatan Kabupaten, 

dan Kecamatan Ngrambe dengan total penduduk sekitar 205.000 jiwa (BPS Kota 

Madiun 2025). Kota ini terletak strategis di jalur utama Surabaya – Solo, serta 

menjadi bagian dari kawasan aglomerasi kota besar di Jawa Timur. Secara 

geografis, Kota Madiun berada di koordinat 7°37' Lintang Selatan dan 111°30' 

Bujur Timur, dengan ketinggian wilayah rata-rata sekitar 80 meter di atas 

permukaan laut. Kota ini memiliki karakteristik wilayah datar hingga sedikit 

bergelombang, yang mendukung pengembangan infrastruktur dan transportasi. 

 

Dengan komposisi penduduk yang terus berkembang, Kota Madiun memiliki 

tingkat mobilitas yang tinggi, terutama di pusat kota dan kawasan komersial. Dari 

sektor ekonomi, perdagangan, dan jasa menjadi pendorong utama perekonomian 

daerah, disertai perkembangan sektor industri kecil dan menengah. Kondisi ini pada 

awalnya mendorong kebutuhan akan layanan transportasi umum yang efisien dan 

terjangkau, salah satunya melalui penyediaan angkutan kota (angkot). Angkot 

pernah menjadi moda transportasi andalan masyarakat dalam mendukung mobilitas 

sehari-hari. Namun, seiring berkembangnya moda transportasi alternatif dan 

perubahan preferensi masyarakat, penggunaan angkot di Kota Madiun mengalami 

penurunan signifikan. Saat ini sebagian besar trayek angkot tidak lagi beroperasi 

aktif, dan kebutuhan layanan transportasi umum yang terjangkau mulai beralih ke 

sistem transportasi lain yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. 
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2.2 Kondisi Objek 

Di Kota Madiun, dahulu angkot merupakan alah satu moda transportasi utama 

yang melayani mobilitas masyarakat di dalam kota, dengan rute-rute yang 

menghubungkan kawasan pemukiman, pusat perbelanjaan, fasilitas umum,  

terminal seperti Terminal Tipe A Purboyo dan Terminal Tipe C Manisrejo serta 

Stasiun Kota Madiun. Namun, seiring berjalannya waktu, penumpang  angkot di 

Kota Madiun mengalami penurunan drastis hingga saat ini sudah tidak lagi 

beroperasi aktif. Berdasarkan data PKL Kota Madiun 2025, terdapat faktor-faktor 

yang membuat masyarakat tidak mau menggunakan Angkot kembali seperti 

berikut  

 

 
Gambar 1. Diagram Faktor Ketidakinginan Masyarakat menggunakan Angkot 

     (Sumber : Data PKL Kota Madiun 2025)  

 

Dapat dilihat dari diagram tersebut bahwa salah satu faktor utama masyarakat 

tidak mau menggunakan Angkot kembali adalah tarif yang mahal. Tarif angkot di 

Kota Madiun dinilai mahal berdasarkan hasil survei kepada masyarakat,dimana 

rata – rata tarif yang ditarik dari penumpang mencapai Rp 10.000 – Rp 12.000 per 

sekali perjalanan. Selain itu, berdasarkan data PKL Kota Madiun 2025, diketahui 

bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki minat untuk memanfaatkan 

kembali layanan angkot, khususnya trayek DD. Namun demikian,minat tersebut 

disertai harapan adanya penyesuaian tarif yang dinilai terlalu tinggi, sehingga 

perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan keinginan masyarakat 

pengguna. 
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Dalam penelitian ini, objek yang menjadi fokus kajian adalah Angkot yang pernah 

beroperasi pada trayek DD di Kota Madiun. Angkot yang pernah digunakan pada 

trayek ini umum nya menggunakan kendaraan bermerek Suzuki Carry tipe ST 100 

SP, dengan tahun produksi pada rentang tahun 1996 hingga 2005.Berdasarkan 

data yang diperoleh dari Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Madiun Nomor 551.21/270/401.112/2024, saat ini terdapat sebanyak 8 unit 

kendaraan yang masih dapat dioperasikan. Pemilihan objek penelitian ini 

didasarkan pada kondisi eksisting armada yang merupakan kepemilikan pribadi, 

serta memiliki potensi untuk kembali dioptimalkan sebagai angkutan kota di 

trayek DD Kota Madiun. 

 
Gambar 2. Visualisasi Armada Angkot Tampak Luar 
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Gambar 3. Visualisasi Armada Angkot Tampak Dalam 

 
Gambar 4. Peta Trayek Angkot DD Kota Madiun 

Salah satu trayek angkot di Kota Madiun yang sebelumnya masih diminati dan 

dengan demand tertinggi adalah trayek DD. Trayek ini memiliki peran strategis 

karena menghubungkan beberapa titik vital di kota, yaitu Terminal Tipe A 

Purboyo, Terminal Tipe C Manisrejo, Stasiun Kota Madiun dan pusat aktivitas 

kota Madiun. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Angkutan Umum 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan umum adalah angkutan orang 

dan/atau barang dengan kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh 

masyarakat dengan memungut bayaran. Angkutan umum sebagai bagian dari 

pelayanan transportasi secarakeselurahan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan 

masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya (Sigit Haryono, 

2008). Dengan menyediakan layanan transportasi yang mengutamakan aspek 

keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan, angkutan umum memiliki peran 

strategis dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta memenuhi 

kebutuhan perjalanan harian secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nommor PM 

15 Tahun 2019 tentang Penyelanggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum dalam Trayek, angkutan orang dalam trayek didefinisikan sebagai 

penyelenggaraan layanan transportasi menggunakan mobil penumpang umum atau 

mobil bus umum yang bergerak dari satu Lokasi ke Lokasi lain dengan rute, asal -

tujuan dan jadwal operasi yang telah ditetapkan secara tetap dan teratur, serta 

memungut bayaran dari penumpang. 

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa angkutan orang dengan 

kendaraan bermotor umum terdiri atas dua bentuk layanan yaitu angkutan dalam 

trayek dan angkutan tidak dalam trayek. 

3.2 Angkutan Perkotaan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan perkotaan didefinisikan sebagai 

layanan transportasi yang menghubungkan satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam 

wilayah kawasan perkotaan dan beroperasi mengikuti trayek yang telah 
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ditentukan.Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, penyelenggaraan layanan angkutan 

perkotaan di kawasan metropolitan dilaksanakan berdasarkan ketentuan tertentu. 

Ketentuan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan trayek, operasional kendaraan, 

serta pola pelayanan, guna memastikan transportasi umum berjalan secara tertib, 

teratur, dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara efektif. Pelayanan 

Angkutan Perkotaan dalam Kawasan metropolitan diselanggarakan sebagai berikut: 

1. Trayek Utama 

a. Mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal 

perjalanan; 

b. Melayani angkutan antarkawasan utama serta antara kawasan utama 

dan pendukung, dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara 

tetap; 

c. Melayani angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat 

untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan 

untuk angkutan perkotaan berupa halte; dan 

d. Dilayani angkutan massal dengan menggunakan mobil bus besar, 

mobil bus maxi, mobil bus tingkat, atau mobil bus tempel. 

2. Trayek Pengumpan 

a. Berfungsi Berfungsi sebagai trayek pengumpan terhadap trayek 

utama; 

b. Mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal 

perjalanan; 

c. Melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antar kawasan 

pendukung dan pemukiman; 

d. Melayani angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat 

untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan 

untuk angkutan perkotaan; 

e. Tempat unuk menaikkan dan menurunkan penumpang menggunakan 

halte; dan 

f. Menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil, 

dan/atau menggunakan mobil penumpang umum. 
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3.2 Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) adalah biaya yang secara ekonomi 

terjadi karena dioperasikannya satu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu 

tujuan tertentu (Elkhasnet & Al Rasyid, 2020). Perhitungan BOK pada penelitian ini 

menggunakan pedoman Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

Nomor :SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelanggaraan 

Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek dan Teratur. 

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) terbagi menjadi dua jenis yaitu Biaya 

langsung dan Biaya tidak langsung. 

3.2.1 Biaya Langsung 

a. Penyusutan Kendaraan 

Penyusutan kendaraan angkutan umum dihitung dengan menggunakan 

metode garis lurus Untuk kendaraan baru, harga kendaraan dinilai 

berdasarkan harga kendaraan baru, termasuk BBN dan ongkos angkut, 

sedangkan untuk kendaraan lama, harga kendaraan dinilai berdasarkan 

harga perolehan. 

Penyusutan per Tahun 
=

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛
 ( 3.3) 

b. Gaji dan Tunjangan 

Pengahasilan kotor awak kendaraan meliputi gaji tetap,tunjangan sosial 

serta uang jajan atau tunjangan kerja operasi. 

c. BBM 

Konsumsi BBM tergantung pada jenis kendaraan yang digunakan.Setiap 

kendaraan memliki kebutuhan bahan bakar yang berbeda yang dipengaruhi 

oleh faktor-faktor seperti ukuran mesin, efisiensi bahan bakar, dan gaya 

berkendara. 

𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛
𝐵𝐵𝑀
𝑏𝑢𝑠

/ℎ𝑟

𝐾𝑚 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ/ℎ𝑎𝑟𝑖
 

(3.4) 
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d. Ban 

Ban untuk angkutan mobil  penumpang umum memiliki daya  tempuh 

25.000 Km dengan jumlah ban sebanyak 4 buah 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛 × ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑛/𝑏𝑢𝑎ℎ

𝐾𝑚 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛
 

( 3.5) 

e. Servis Kecil 

Servis kecil dilakukan berdsarkan km tempuh,yang disertai dengan 

penggantian oli mesin, penambaha gemuk dan minyak rem.  

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠 𝐾𝑒𝑐𝑖𝑙

4.000 𝐾𝑚
 

(3.6) 

f. Servis Besar 

Servis Besar dilakukan setelah bebrapa kali melakukan servis kecil atau 

dengan patokan Km tempuh. Pada servis besar dilakukan penggantian oli 

mesin, oli gardan, oli transmisi, platina, busi , filter oli, dan kondensor. 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠 𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟

12.000 𝐾𝑚
 

(3.7) 

g. Penambahan Oli Mesin 

Oli mesin ditambahkan setelah mencapai Km-tempuh tertentu. 

h. Pemeriksaan Umum (General Overhaul) 

Biiaya yang diperlukan untuk suku cadang mesin, bagian rangka bawah, 

dan bodi kendaraan dihitung setiap tahun sebesar 5% dari nilai kendaran. 

𝐾𝑚/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝐾𝑚 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛
 × 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 

(3.8) 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟
𝑏𝑢𝑠

𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝐾𝑒𝑛𝑑 − 𝐾𝑚/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

 
 

i. Cuci Kendaraan 

Cuci kendaraan sebaiknya dilakukan setiap hari. 

j. Retribusi Terminal 

Biaya retribusi terminal dihitung per hari atau per bulan 
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𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝐾𝑒𝑛𝑑 − 𝐾𝑚
 

(3.9) 

k. STNK/Pajak Kendaraan 

Perpanjangan STNK dilakukan setiap lima tahun, sedangkan pajak 

kendaraan harus dibayar setiap tahun. Biaya yang harus dibayar mengikuti 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑇𝑁𝐾/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝐾𝑒𝑛𝑑/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 

(3.10) 

l. Kir 

Uji Kir dilakukan setiap enam bulan. Biaya uji kir sesuai peraturan yang 

berlaku. 

m. Asuransi 

1) Asuransi Kendaraan 

Pada umumnya asuransi kendaraan dilakukan oleh Perusahaan yang 

membeli kendaraan secara kredit. 

2) Asuransi Awak Kendaraan 

Asuransi awak kendaran pada umumnya diwajibkan untuk 

Perusahaan angkutan. 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝐾𝑒𝑛𝑑 − 𝐾𝑚/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 

(3.11) 

3.2.2 Biaya tidak langsung 

1) Biaya Pegawai selain awak kendaraan 

Tenaga selain awak kendaraan terdiri atas pimpinan, staf administrasi, 

tenaga teknis dan tenaga operasi. Jumlah tenaga pimpinan, staf administrasi, 

tenaga teknik dan tenaga operasi tergantung dari besarnya armada yang 

dikelola. Biaya pegawai ini terdiri atas gaji/upah, uang lembur dan jaminan 

sosial 

2) Biaya Pengelolaan 

Biaya Pengelolaan terdiri dari : 

a.  Penyusutan bangunan kantor (diperhitungkan 5 s/d 20 tahun ) 
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b. Penyusutan bangunan dan peralatan bengkel (diperhitungkan 5 s/d 20 

tahun ) 

c. Masa penyusutan iinventaris/alat kantor ( diperhitungkan 5 tahun ) 

d. Masa penyusutan sarana bengkel ( diperhitungkan selama 3 s/d 5 tahun) 

e. Administrasi kantor ( biaya surat menyurat,biaya alat tulis menulis ) 

f. Pemeliharaan kantor ( misalnya pengecetan kantor) 

g. Pemeliharaan pool dan bengkel 

h. Listrik dan Air 

i. Telepon dan telegram serta porto 

j. Biaya perjalanan dinas 

k. Biaya perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas pimpinan,staf 

administrasi,teknisi dan tenaga operasi (noncrew). 

l. Pajak Perusahaan 

m. Izin Trayek 

n. Izin Trayek ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang 

bersangkutan dan rute 

o. Izin usaha 

p. Biaya pemasaran ( biaya promosi) 

q. Biaya lain-lain 

 

Melakukan perhitungan Biaya Pokok dapat menggunakan tabel berikut 

sebagai pedoman .  

 

Tabel 3.  1 Asumsi Perhitungan BOK berdasarkan SK.687/AJ.206/DRJD/2002 

No Uraian Satuan Mobil Penumpang Umum ( MPU ) 

1 Masa penyusutan kendara Th 5 

3 Bahan Bakar Minyak Km/lt 9 

4 Jarak tempuh Ganti ban Km 25.000 

7 Jarak tempuh antar servis kecil Km 4.000 

8 Suku cadang /serviis besar Km 12.000 

10 Penggantian minyak rem Km 12.000 

11 Pennggantian gemuk Km/Kg 4.000 

12 Penggantian minyak gardan Km 12.000 

13 Penggantian minyak persneling Km 12.000 

16 Nilai residu % 20 
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Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) merupakan langkah 

fundamental dalam upaya penyedia layanan transportasi untuk mencapai efisiensi 

dan keberlanjutan operasional. Dengan memahami struktur biaya yang mencakup 

komponen-komponen seperti konsumsi bahan bakar, perawatan rutin kendaraan, 

upah pengemudi, serta penyusutan aset kendaraan, operator dapat menyusun tarif 

yang wajar dan kompetitif. 

3.2.3 Tarif 

Berdasarkan  Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 

Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan 

Teratur, tarif didefinisikan sebagai sejumlah biaya yang dibebankan kepada 

setiap penumpang angkutan umum dan dinyatakan dalam satuan rupiah. Tarif 

tersebut merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pengguna 

layanan sebagai imbalan atas pelayanan transportasi umum yang diberikan. Bagi 

pengguna layanan transportasi umum, tarif angkutan yang ditawarkan haruslah 

serendah mungkin agar dapat dijangkau oleh semua golongan yang 

membutuhkan(AMRISA ANGGUNANI, 2016). 

Tarif angkutan umum penumpang kota merupakan hasil perkalian antara 

tarif pokok dan jarak (kilometer) rata-rata satu perjalanan (tarif BEP) dan 

ditambah 10% untuk jasa keuntungan perusahaan, rumusannya adalah : 

Tarif = (𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 × 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 ) + 10 % 
 

( 3.13) 

Tarif BEP = 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 × 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 
 

( 3.14) 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  𝑃𝑒𝑛𝑔𝑖𝑠𝑖𝑎𝑛 × 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛
 

( 3.15) 

 

3.3 Kemampuan Masyarakat Membayar ( Abillity To Pay ) 

Ability To Pay adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa 

pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal 

(Susanto et al., 2015). 
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Perhitungan ATP dengan rumus,sebagai berikut : 

𝐴𝑇𝑃 =
𝑙𝑡 × 𝑃𝑝 × 𝑃𝑡

𝑇𝑡
 

(3.16 ) 

Keterangan : 
 

Lt = Penghasilan per bulan 

Pp = Presentase budget untuk transportasi per bulan dari total 

Penghasilan 

Pt = Presentase Alokasi biaya transportasi yang digunakan untuk 

Angkutan umum per bulan 

Tt = Total Frekuensi Penggunaan Angkutan Umum  per bulan 

3.4 Keinginan Masyarakat Membayar (Wilingness to pay) 

 

Willingness To Pay (WTP) adalah keinginan  pengguna jasa angkutan 

atau penumpang untuk membayar tarif atas jasa yang diterimanya (Susanto et 

al., 2015). 

Perhitungan WTP dengan rumus,sebagai berrikut : 

𝑊𝑇𝑃 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖ℎ × 𝑊𝑇𝑃

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

( 3.17) 

 

Keterangan : 
 

Total Pemilih = Pemilih dari item pernyataan 

Total Responden = Keseluruhan responden wawancara 

3.5 Hubungan ATP dan WTP 

Hasil perhitungan BOK akan dibandingkan dengan analisis ATP dan WTP 

(Tamin et al., 1999) : 

a. ATP > WTP  

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesediaan masyarakat untuk membayar 

tarif angkutan umum (WTP) berada di bawah kemampuan mereka 

membayar (ATP). Artinya, meskipun masyarakat mampu membayar tarif 

yang lebih tinggi, namun secara psikologis mereka hanya rela membayar 

hingga batas WTP. Dalam kondisi ini, operator angkutan tetap memiliki 

peluang menarik choice riders, yaitu pengguna yang sebenarnya memiliki 

alternatif transportasi lain, karena tarif yang ditetapkan dapat disesuaikan 

agar tetap terjangkau dan menarik minat mereka untuk beralih 

menggunakan angkutan umum 
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b. ATP < WTP 

Dalam kondisi ini, kesediaan masyarakat untuk membayar tarif angkot 

(WTP) justru lebih tinggi dibandingkan kemampuan finansial mereka 

membayar (ATP). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat menilai 

layanan angkot cukup bernilai sehingga rela membayar lebih mahal 

daripada kemampuan mereka yang sesungguhnya. Namun, kondisi seperti 

ini berpotensi menimbulkan risiko keberlanjutan karena meskipun 

masyarakat rela membayar lebih mahal, kemampuan finansial mereka 

sebenarnya terbatas. Untuk menjaga agar tarif tetap terjangkau dan sesuai 

daya beli, operator atau pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian 

tarif, peningkatan efisiensi operasional, atau strategi subsidi silang, 

sehingga tarif yang diterapkan tidak membebani masyarakat tetapi tetap 

memanfaatkan tingginya WTP sebagai peluang peningkatan layanan. 

c. ATP = WTP 

Kondisi ini mencerminkan keselarasan antara kemampuan finansial 

masyarakat membayar dan kesediaan mereka untuk membayar tarif. Dalam 

keadaan seperti ini, tarif yang diterapkan dianggap sudah sesuai dengan nilai 

manfaat layanan yang dirasakan pengguna, sehingga tidak diperlukan 

subsidi tambahan atau strategi khusus lainnya. Keselarasan ini juga dapat 

menciptakan keberlanjutan layanan karena tarif yang diterapkan sesuai baik  

angkutan umum. 
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3.6 Penentuan Tarif berdasarkan Abillity to Pay dan Wilingness to Pay  

Pada prinsipnya penentuan Tarif dapat ditinjau dari beberapa aspek utama dalam sistem angkutan 

umum. Aspek – aspek tersebut : 

1. Pengguna (User) 

2. Operator 

3. Pemerintah (Regulator ) 

 

Menurut (Tamin et al., 1999), bila parameter ATP dan WTP yang ditinjau, maka aspek pengguna 

dalam hal ini dijadikan subjek yang menentukan nilai tarif yang diberlakukan dengan prinsip sebagai 

berikut : 

1.  ATP merupakan fungsi dari kemampuan membayar,sehingga nilai tarif yang diberlakukan, 

tidak boleh melebihi nilai ATP kelompok masyarakat sasaran. Itervensi atau campur tangan 

pemerintah dalam bentuk subsidi langsung atau silang, kemudian dibutuhkan pada kondisi 

dimana nilai tarif yang berlaku lebih besar dari ATP, hingga didapat nilai tarif yang sebesar -

besarnya sama dengan nilai ATP. 

2.  WTP merupakan fungsi dari tingkat pelayanan angkutan umum, sehingga bila nilai WTP 

masih berada dibawah ATP maka masih dimungkinkan melakukan peningkatan nilai tarif 

dengan perbaikan tingkat pelayanan angkutan umum. 

 
Gambar 5 Ilustrasi Keluasan Penentuan Tarif berdasarkan ATP dan WTP 
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3.6 Strategi Penetapan Harga Berbasis Persepsi Konsumen 

Strategi penetapan harga dalam layanan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh 

perhitungan biaya operasional semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis konsumen. 

Salah satu pendekatan yang relevan adalah psychological pricing, yaitu strategi penentuan harga 

berdasarkan bagaimana konsumen memersepsikan nilai dari harga tersebut. Menurut(Adriani, 2018), 

persepsi konsumen terhadap harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, 

bahkan lebih kuat dibandingkan nilai moneter sebenarnya dari barang atau jasa yang ditawarkan. 

Dalam konteks layanan transportasi, harga yang ditetapkan secara strategis dan sesuai dengan 

kebiasaan atau ekspektasi konsumen dapat meningkatkan kenyamanan transaksi serta mendorong 

penerimaan publik terhadap sistem tarif yang berlaku. Strategi ini juga erat kaitannya dengan prinsip 

perceived fairness, yaitu persepsi konsumen terhadap kewajaran harga. Dengan demikian, penerapan 

strategi harga yang mempertimbangkan aspek psikologis ini dapat menjadi sarana untuk 

menjembatani antara keberlanjutan operasional dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat. 

Tabel 3.  2 Penelitian Terdahulu 

No Nama Penulis Tahun Judul Teknik Analisi Perbedaan 

1 Bagus Panggalih Pinandhito 2009 Evaluasi Tarif 

Angkutan Kota 

Terhadap Biaya 

Operasional 

Kendaraan Di 

Kabupaten 

Pemalang 

Perhitngan Biaya 

Operasional 

Kendaraan (BOK) 

dan analisis 

pendapatan tarif. 

Wilayah studi 

penelitian dan 

jenis angkutan 

yang dikaji 

2 Zainal Arifin dan Rizkia 

Khairunnisa 

2018 Analisis Penentuan 

Tarif Berdasarkan 

Biaya Operasional 

Kendaraan 

Evaluasi 

kelayakan 

ekonomi dan 

finansial 

menggunakan 

BOK dan analisis 

pendapatan tarif 

Wilayah studi 

penelitian dan 

jenis angkutan 

yang dikaji 

3 Adi Haryanto 2021 Analisa Biaya 

Operasional 

Kendaraan Truk 

(Trayek Lembar - 

Kayangan ) 

Metode Pacific 

Consultant 

International (PCI) 

;perbandingan 

BOK truk keccil 

dantruk besar 

Wilayah studi 

penelitian,jenis 

angkutan dan 

metode analisis 

yang dikaji 
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No Nama Penulis Tahun Judul Teknik Analisi Perbedaan 

4 Christian Yosua Palilingan, 

James A. Timboeleng, dan 

M. J. Paransa 

2013 Analisa 

Karakteristik Moda 

Transportasi 

Angkutan Umum 

Rute Manado– 

Tomohon dengan 

Metode Analisa 

Biaya Operasional 

Kendaraan (BOK) 

Perhitungan BOK 

berdasarkan biaya 

tetap, variabel, dan 

kepemilikan aset; 

perbandingan antar 

jenis kendaraan 

Wilayah studi 

penelitian dan 

jenis angkutan 

yang dikaji 

5 Ofyar Z.Tamrin 1999 Evaluasi Tarif 

Angkutan Umum 

dan Anaslisis ATP 

dan WTP 

Penetapan 

Tarif 

berdasarkan 

ATP dan WTP  

 

Wilayah studi 

penelitian dan 

jenis angkutan 

yang dikaji 
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